PUTUSAN
Nomor 0207/PdL.G/201T/PA.Tbh

paa ol Haa )l ) pess
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerksa dan mengadil
perkara ceral gugat pada tingkal pertama dalam persidangan MHakim
Majelis telah menjatutkan putusan antara

,umur 25 ahun, agama Isiam, pendidikan,
pekernaan by Rumah Tangga. ftempat tnggal di
Dusun Teluk Dalam Desa Nusantara Jaya
Kecamatan Kertang Kabupaten indragin Hifir,
yang dalam hal ini diwakili olsh Kuasa Hukumnya
DEDI ANDRIYANLSH Advokat/Penasihat Hukum
yang berkantor di Jaian Arsvad No. 38 Tembilahan
Kota, dengan Sural Kuasa Khusus fanggal 12
Maret 2017, yang telah terdafar di Register
Kspaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan
tanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 24/SK-
G/ICG/2017T/IPATHh, sebagal "Pomohon sebagasi
“Penggugat”;

melawan

umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat inggal
RTOC7 RW. 003 Desa Sungai Ara Kecamatan
Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagal "
Tergugat™;

Pengadilan Agama tersebut |

Teish membaca dan mempelgjar berkas perkara,

Teiah mendengar keterangan Panggugat sera memeriksa buki

surat dan saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugst dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadiian Agama Tembiiahan
Nomor 0207/Pdt G/2017/PA.Tbh, tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan
hal-hal sebagal berikut -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang
talah metangsungkan permikahan pada hari Sabtu tanggal 03 Jumadil
akhir 1437 H bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2016 sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah No. 118/17/1i/2016 tanggal 14 Maret
2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir,

2. Bahwa seteiah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
harmonie sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhuf), belum
gikaruniai anak;

3. Bahwa seiama dalam ikatan peckawinan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagal suami istri menjalani kehiiupan
rumah tangga lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan famanya,
bertempat tinggal menetap di rumah mertua {(orang tua Tergugat) di
Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas hingga sampai berpisah,

4. Bahwa sejek bulan September 2016 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah fidak rukun dan tdak harmonis
lagi karens sering teradi perseiisihan dan pertengkaran, yang
penyehabnya antara iain :

@& Tergugai mempunyai sikap cemburu buta yang tidak beralasan,
bahkan Penggugat dilarang memegang handphone dan
menggunakan media sosial khususnya facebook, padahal Penggugat
hanya berhubungan dengan kawan-Kawan sekolah dan jarang keluar

rumah;
b. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan mengancam akan
memukul Penggugat;

¢, Tergugat selalu menghina dan merendahkan Panggugat;
5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, Tergugat mengusir
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Penggugat keluar darl rumahb tanpa alasan yang jelas sehingga
Penggugat kembali kerumah orang tua di Dusun Teluk Daiam Desa
Nusantara Jaya Kecamatan Keritang sehingga sampai sekarang inl
teiah berpisah tempsat tinggal selama lebih kurang § {ima) bulan,
selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah
diupayakan rukun kemball, akan tetapi idak berhasil,

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah meminta Penggugat
untuk pulang kerumah, bahkan selama berpisah Terguga! tidak
pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah balin dan putus
kamunikasi antara Penggugat dengan Tergugat,

7. Bahwa terhadap permasalahan ysng dihadapl oleh Penggugat dan
Tergugat tersabut, Pihak Keluarga Penggugst maupun pihak keluarga
Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencar
solusinya akan tetapi tidak pemah berhasil, bahkan Badan Penasihat
Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kentang untuk memediasi Penggligat dan Tergugat untuk rukun
kemball, akan tetapi Tergugat ftidak mengindahkantidak hadir
memenuhi panggilan Tersebut,

6 Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut diatas. maka Penggugat
merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat
persalisinan yang lerus menerus berkepanjangan, sejak diusir dan
rumab Tergugat sampal sekarang Penggugat bertempat tinggal
dirumah orang tua Pengggugat dan selama itu pula Tergugat tidak
pernah meminta Penggugat untuk pulang kerumah maupun uriuk
memberl nafikeh lahir maupun bathin serta tidak mau ambdil tahu
dimana keberadaan Penggugat Oleh karena itu mohon kiranya
kepada Bapak/lbu Ketua Pengadiian Agama Tembiiahan dapat
memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat ceral Tergugat,

92 Bahwa oleh karena slasan gugatan ini sudah memenuhr ketentuan
dalam peraturan  perundang-undangan khususnya tentang
persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu Pasal 39
ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun1874 dan Pasal 18 PP No. 9
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Tahun 1975 hurut {b) dan (f) serta antara Penggugat dan Tergugat
sudah Bdak merasa sebagal suami istri fagi, maka tidak ada alasan
bag Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk menolak
atau tidak menerma gugatan ini;

10.Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka

setelah Penggugat renungkan dan fikirkan secara mendalam dan

Penggugat tidak sabiar lagi akhimya Penggugat feiah berketetapan

hati untuk mengakhiri tall perkawinan dengan perceralan karena

tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon

kepada Bapak/lbu Ketua Pengadilars Agama Tembiiahan Cq. Majelis

Hakim yang terhormal untuk menstapkan persidangan guna

memearksa dan mengadili perkara i dan membenkan putusan

sebagai berikut .

ERIMAIR

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya |

2 Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat,

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan
untuk - segera mengirimkan salinan putusan wl yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kerlang Kabupaten Indragiel Hilir, agar mencatat
putusan perkara ini didalam buku pendaftaran yang berjalan.

4 Meneatapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR

Jika Pangaditan /Majelis Hakim berpendapat iain dimohonkan putusan

yang seadi-adiinya
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir sendin di persidangan akan tstapl Tergugat tidak hadir dan tidak
pula menyurvh crang lain sebagal wakil atau kuasanya, meskipun
menurut refaas panggilan Nomor 0207/Pdi G/2017/PA Toh tanggal 21
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Maret 2017, tanggsl 05 April 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim teiah barysaha mendamaikan dengan cara
menasinati Penggugal untuk bersabar dan kumpul kemball dengan
Tergugal sebagai suami isteri, namun tidak berhasit;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan. maka
Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat
ditaksanakan, begitu jugs keterangan Tergugat Sidak dapat didengar di
persidangan;

Bahwa pemeriksasn perkara inl dilanjutkan dengan membacakan
waral qugaten Perquugat yang Winya letlp  dipedahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk memperkust dali gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukt surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -
119117072018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Keritang Kabupaten indragirl Hilir, tanggal 14 Maret 2016 _ lalu
mm;mmumammbmmm»dmmm;
Mylmmkmmnbemﬁcwupmmmmaw

dibari tanda P,

Bahwa disamping bukli surat, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi-caksi sehagal barkut -
1. umur 40 tshun, agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01 RW.01,
Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang. Kabupaten indragiri Hilir,
saks| mengaku sebagai pakcik Penggugat di bawah sumpahnya
meamberikan keterangan sebagai benkut |
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi hadif
ketika Penggugat dan Tergugat menikah:
Bahwa seteiah menikah Penggugst dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah mertua {orang tua Tergugat) di Desa Sungal Ara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak:
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- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmanis namun
sejak bulan Okiober 2018 sudah tidak harmonis lagl dan sering
terjadi persefisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan pemah
mengusir Penggugat dan sefak lu Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat.

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat
sudah barpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugst sudah diupayakan
untuk rukiun kembaii, akan tetspl idak berhasil,

2 umur 58 tahun. agama islam, pendidikan SR,
pekedaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Harapan RT.01
RW 04 Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten indragirl
Hilir, saksi mengaku sebagai pakeik Penggugat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagal benkut ©
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Terguget karena

sebagal pakcik Penggugat;

- Bahwa Penggugal dengan Tergugat adaish suami-isteri, setefah
menikah bertempat tingga! di rumah mertua (orang tua Tergugat)
di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas hingga sampai berpisah
dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun
belum dikarunial anak;

- Bshwa sapengetahuan saksi pada awainya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat berjalan bak dan akur-akur saja
namun setelah ity antara Panggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang akibatnya Tergugal mengusir Penggugat keluar
rumah sshingga Penggugat kemball ke rumah orang tuanya di
Dusun Teluk Daiam Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kerilang,

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena masaiah cemburu yang tidak ada alasan dan
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Tergugat melarang Penggugat menggunakan handphone dan

Tergugat sering berkata kasar,

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan
untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasi

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan
kesimpuiannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat
gugatannya serta memohon parkara ini segara diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inl, Majefis cukup
menunjuk hat ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berila Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut i atas:

Menimbang. bahwa sesuai pasal 145 R Bg. jo pasal 26 Peraturan
Pemerintah  Nomor 8 Tahun 1975, Penggugat den Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patit untuk menghadap dipersidangan,
terhadap panggiian mana Pengguoat secara in person telah hadir
dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil alau kuasanya tanpa alasan yang sah,
sedangkan gugatan Penggugat fidak melawan hukum. Oleh karenanya
Tergugat harus dinyatakan tdek hadir dan gugatan Penggugat dapat
diputus dengan verstek sesugi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang. bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adaian
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akia
Nikahi). ternyata adalah akia autentik. terbukti bahwa Panggugat dengan
Tergugat adalah suami-istni yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret
2018, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan
dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang. bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tdak dapat melakukan upaya
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perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1988 yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. pasal 154 R.Bg
dan pasal 131 Kompilasi Hukum isiam serta Peraturan Mahkamah Agung
R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah
berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali untuk membina rumah tangganya dangan Tergugat tetapi
tidak berhasi, maka pemeriksaan parkara dilanjutkan dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat yang (Sinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan petengkaran yang disababkan
a Tergugat mempunyai sikap cemburu buta yang tidek beralasan,

bahkan Penggugat dilarang memegang handphone dan menggunakan
media sosiai xhususnya facebook, padahal Penggugal hanya
berhubungan dengan kawan-kawan sekolah dan jarang keluar rumak,
b. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan mengancam akan memukul
Penggugat.
¢ Tergugat selalu menghina dan merendahkan Penggugat.

Menimbang, bahwa  untuk menguatkan daiil gugatannya,
Panggugat telah mengajukan buktl surat { P ) dan 2 (dua} orang saksi,
terhadap bukti-bukli mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut
ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah
sebagal condition sine quanon, telah diperimbangkan lebih dahuiu dalam
perkara ini, sehingga tidak perdu diulang lagi,

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, termyata keduanya
adatah keluarga dan crang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga
patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahul keadaan rumah
fangga Penggugat dengan Tergugal karenanya kesaksian saksi-saksi
tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasai
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76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya felah
menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
masalah cemburu yang ftidak ada alasan dan Terpugal melarang
Penggugat menggunakan handphone dan Tergugat senng berkata Kasar
dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang teiah berpisah tempat
tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebul ftelah
diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan
yang bersumber dari pengiihatan dan atau pendengaran sendin,
keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah
sesual dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal
itu telah sesual dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 308
R.Bg.. dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi
syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-
saksi & guo telah dapat diterima sebagai bukli yang cukup mandukung
kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung buktt
P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis
Hakim tetah dapat menemukan fakia-fakta sebagai berkut :

. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami+stn yang sah,
menikah pada tanggal 12 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak,

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertangkaran secara terus menerus yang disababkan:

a Tmmmmwmmpmmbmymmmmn.
pahkan Penggugat dilarang memegang handphone dan
menggunakan media sosial khususnya facebook, padahal
Penggugat hanya berhubungan dengan kawan-kawan sekolah dan
jarang keluar rumah;

b. Tergugat sering berkata kasar,
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. Tergugat setalu menghina dan merendahkan Fenggugat,
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang inl sudah
berpisah tempat tinggal sefama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya,
‘Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar
rukun kemball sebagal suami-istn, akan tetapi tidak berhasil,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakla-fakia tersebut i ates,
Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan aiasan gugatan Penggugat teish
terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat
dangan Tergugat telah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken
marrage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tdak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakia di mana telah tenadi pertengkacan dan
perseiisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah
tempat tinggal {Scheiding van tafel end bed) selama 5 bulan serta upaya
damal yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan
perkara ini, tidak berhasil Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa
mapmmmrwmmnmmmm
tidak ada tagi harapan akan hidup rukun dafam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tefah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan iagl dari pihak mana datangnya penysbab
perselisihan dan pertengkaran @ quo, peda kondisi mana diyakini sudah
sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaity untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Ess (pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974) dan atay keluarga yang sakinah, penuh mawaddah
dan rabmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islamj;

Menimbang. bahwa meskipun perceralan adaish perbuatan yang
dibenci Aliah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
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kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan meafsadat
(keburukan) dar pada masfahat (kebaikanj, diantaranya penderitaan
batin yang bekepanjfangan bagl kedua belah phak. padahal menolak
keburukan harus  didahulukan danpada mengharap kebalkan,
sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan
Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi
plaaddl Gia o g aulialle 33
Artinya | Menolak kemudharatian (keburukan} lebih ditamakan danpada
meraih kemasiahatan {kebalkan} |
Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majehs Hakim periu untuk
mengetengahkan dalll syari yang termakiub dalam kitab Ghoyatul Maroey
yang Majells Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus
perkara inl yakni:

Al palill agle (3l lgay JAa g M AR pie S8 0y

Artinga - "D wakiu isteri sefelal memuncak keberciannya terhadap

suami, di saat itulah MHakim diperkenankan menfatuhkan
(alaknya suami dengan talak satu’”,

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhl alasan yang cukup
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 huruf () Peraturan Pemenintah
Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf () Kompiasi Hukum Isiam, cleh
karena itu sesuai ketentuan pasal 768 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedus kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2008, maka oleh karenanya gugatan Penggugat
sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat
{2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Isiam talak yang dijatuhkan adalah Taisk
Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1885 tentang Pengadilan Agama, yang
telah divbah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, Majefis Hakim memerntahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pagawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawal Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agsma tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nemor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membdaysinya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dalll-dalil syari yang berkaitan
dangan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggll dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versiek;

3. Menjatuhkan taiak satu ba'in sughro Tergugat

terhadap Penggugat |

4 Memerintahkan Panitera Pengadian Agama Tembdahan untuk
menginmkan saiinan Putusan inl yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kentang dan Kantor
trusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragin Hilir, untuk
dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk méembayar biaya perkara
sejumiah Rp.581.000.- (ima ratus sembilan puluh satu ribu ruplah),

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadiian Agama Tembilahan pada han Senin tanggal 17 April
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H, oleh kami
YENI KURNIATI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis seta RIKI
DERMAWAN, S H1 dan FATHUR RIZQ! S H.I masing-masing sebagal
Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
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Majelis datam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-

hakim Anggofa tersebut, dengan TAHARUDDIN, SAg. MH. sebagai

Panitera Pengaantt serta dihadin oleh Kuasa Penggugal tanpa hadimya
) Tergugat, :

YENI KURNIATL, S§.H 1,
Hakim-Anggota, Hakim Anggota

J J

RIKI DERMAWAN, §.H.1. FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pangganti,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses; = Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 500.000.-
4. Blaya Redaksi; = Rp 5000 -
5 Biaya Meterai. = Rp 6.000.-

Jumtiah = Rp 591.000-

{ma ratus sembitan puluh satu ribu rupiah).
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